BUPATI BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI BIMA
NOMOR 31 TAHUN 2019

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BIMA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal f Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2Q19, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah Tahyn Anggaran
2019; ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan
- 'Daerah-Daerah Tingkat Il dalam Wilayah Dagrah-Daerah
" Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor
122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1665);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kerupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

4. Undang-Undang  Nomor 1 Tabun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442 1);
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1,30, TTambahan Lembaran Negara

Undang Undang Normor
dan Retribuni Daecrah |(
Tahun 2009 Nomor :
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Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
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Tambahan Lembaran
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Tahun 2011 Nomor K

blik Indonesia Nomor 5234);
5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
2014
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Indonesia
Negnra Repu
Undang-Undang Nomor :
Nepara (Lembaran Negara Republik Indonesia [ahun

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Repubhik Indonesia

Nomor 5494);
Undang-Undang  Nomor 6 Tahun 2014
(Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun

tentang Desa
2014 Nomor 7,

Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Normnor

5494);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 u:nl:_n?g
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Necgara
Republik Indonesia Nomor 5587) scbagaimana telah diubah
beberapa  kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Nepara Republik Indonesia  Nomor
5679),

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang
Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daecrah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah
diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 47 12);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
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Indonesia Nomor 4575);

Peraturan pPemerintah Nor
Informasi Kecuangan Du;\tjrah
.sia Tahun 2005 omor ! :
:\;l(f:;:;; Republik Indonesia Nomot 4576) sebgguxmana tmag
diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2()}
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Ngmor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
euangan Daerah (Lembaran Negara Republik
140, Tambahan Lembaran

18. peraturan I

yor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
(I.embaran Negara Republik
138, Tambahan Lembaran

20. Peraturan
Pengelolaan K
Indonesia Tahun 2005 Nomor

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan

Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4585);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah (Lembaran
Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4614);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5533);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4693);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan
Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah
Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 25, Tambahaz? Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan ataé
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenan rta K .
Keuangan Gubernu bagai i e {?ducmkan
i, e r sebagat Wakil Pemerintah di Wilayah
Norgor 4‘(1 C’IIP a}r)eellﬁ Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 5269),3111 an Lembaran Negara Republik Indonesia
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Akuntanst Pemerintahan Membaran  Negara Rt'pruhhk
Indones:a Tahun 2010 zZnomot A..‘ 1.._ Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3163);

: Nomor 30 Tahun 2011 tentang

Peratruran Pemenntah ' 201 : &
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik lnu\mf\,d
1je R 5 Tamhbahan Lembaran Negara Republik
Tahun 2011 Nomor 39, Tambahan Ler :
Indonesia Nomor 521
peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
sl ( ' 1 I g Tahh Y1)
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2012

Negara Republik Indonesia

gj;

Daeran
Nomor 5, Tambahan Lembaran
Nomor 5272

Peraturan Pemernntah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakvat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengaduaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah
dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negenn Nomor 36
Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negern Nomor 16 tahun 2007 tentang Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana
telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum
?Sa%rah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Ne

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 70 1); rara




tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daera.?l :\‘erfal
Pelaks;maan dan Pertemggung}awaban Da_rqma Opemmv:;n-a
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106‘ ),1

38. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Dacra}h (Lembaran Daerah Kabupaten
Bima Tahun 2008 Nomor 0, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Bima Nomor 295

39 peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupéten
Bima Tahun 2016 -2021 {Lembaran Daerah Kabupaten Bima

Tahun 2016 Nomor 74);

40. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun
2016 Nomor 16);

41. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (lLembaran Daerah Kabupaten
Bima Tahun 2017 Nomor 20); '

42. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentapg Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
(Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2018 Nomor 32,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima quo; 92);

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019. i
Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 terdiri atas:
1. Pendapatan :

a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 146.114.875.268,68
b. Dana Perimbangan Rp.1.364.474.379.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Rp. 354.793.488.172.00
Jumlah Pendapatan Rp.1.865.382.742.440,68
2. Belanja
a. Belanja Tidak Langsung :
1. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 726.183.758.116,35
2. Belanja Bunga sejumlah Rp. 0,00
3. Belanja Subsidi sejumlah Rp. 0,00
4. Belanja Hibah sejumlah Rp. 42.982.026.000,00
S. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 930.000.000,00
6. Belanja Bagi Hasil sejumlah Rp. 4.626.211.950.83
7. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah Rp. 284.113.337.786,57
8. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 3.000.000.000,00

Jumlah Belanja tidak langsung  Rp. 1.061.835.333.853.75

b. Belanja Langsung :

1. Belanj:a Pegawai Rp. 112.054.151.177,84
2, Belanjla Barang dan Jasa Rp. 389.865.868.755,67
3. Belanja Modal . Rp. 361.824.303.490,00

Jumlah belanja langsung Rp. 863.744.323.423 51
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Jumtah belania ) Rp. 1925579657 277.25
Surplus. Defisit Rp i 15H 514 B35 54
c. Pembiavaan Daerah:

1. Penenmmaan Rp. 67.596.914 836 5%
2. Pengeluaran Rp. 7 4606.060 000 G0
Jumlah Pembiavaan Netto Rp 53.196.914 836 58

S:sa Lebih Pembiavaan Anggaran tahun Berkenaan
Rp G0 .00

Pasal 2

Rur g-;asa_n Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanj:
Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksucd dalam Pasal 1, tercan:
c'a,.az‘ Lampiran [, vang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Pera

Pasal 3

Penjabaran Pen

ubahan Anggaran Pendapatan dan Bel a_nja Daergh Tahun
Anggaran 2019

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantym daiam
lampiran 1l vang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturgn Bupau

ekl
akads

Pasal 4

7'y

ela’ns& aan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
aecrah vang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lenjut caiam
kumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesug: dengar

:ev‘\"‘l‘

ntuan peraturan perundang — undangan.
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Pasal S5

Peraturan Bupadu ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupad ini dengan penempatannva dalam Benta Daerah Kabupaten Bima

Ditetapkan di Bima
pada tanggal 1 Okwober 2019
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Diundangkan di Bima \&:’//

pada tanggal 1 Oktober 2019
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